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TIDENG PALE

Daftar Laporan Prioritas Nasional Kabupaten Tana Tidung

Kode OPD Nama OPD LELE Nama Program Kc.)de Nama Kegiatan Kod.e Sub Nama Sub Kegiatan Prlo_rltas Target | Capaian
Program Kegiatan Kegiatan Nasional
Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
Pencegahan dan memngkatka.n
R lapangan kerja
Penyelesaian ang berkualitas,
Perselisihan Pencegahan Perselisihan yang !
Hubungan Hubungan Industrial, Mogok mendorong
Dinas Tenaga PROGRAM Industrial, Mogok Kerja, dan Penutu a,n Perusahaan kewirausahaan,
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 2.07.05 HUBUNGAN 2.07.05.2.02 ustriar, MOgoK 1 3 07.05.2.02.0001 Ja, dan Fenuiup mengembangkan | 1 1
. . Kerja dan yang Berakibat/Berdampak pada . . f
Transmigrasi INDUSTRIAL . K industri kreatif
Penutupan Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
. serta
Perusahaan di Kabupaten/Kota
mengembangkan
Daerah agromaritim
Kabupaten/Kota industri di sentra
produksi melalui
peran aktif
koperasi.
Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
Pencegahan dan ;
R meningkatkan
Penyelesaian lapangan keria
Perselisihan Penyelesaian Perselisihan pang J
Hubungan Hubungan Industrial, Mogok yang berkualitas,
Dinas Tenaga PROGRAM Industrgial Mogok Kerja cim Penutu a,n Pergusahaan mendorong
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 2.07.05 HUBUNGAN 2.07.05.2.02 . » VOB 2.07.05.2.02.0002 13, ; P kewirausahaan, 1 1
R . Kerja dan yang Berakibat/Berdampak pada
Transmigrasi INDUSTRIAL . K mengembangkan
Penutupan Kepentingan di 1 (satu) Daerah ) ) .
. industri kreatif
Perusahaan di Kabupaten/Kota
serta
Daerah mengembangkan
Kabupaten/Kota g . 8
agromaritim

industri di sentra
produksi melalui



http://www.bapplit.tanatidungkab.go.id/
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peran aktif
koperasi.

Pencegahan dan
Penyelesaian

Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan
lapangan kerja
yang berkualitas,

Perselisihan
mendorong
. Hubungan . .
Dinas Tenaga PROGRAM Industrial. Mogok Pelaksanaan Operasional kewirausahaan,
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 2.07.05 HUBUNGAN 2.07.05.2.02 Keria dan’ g 2.07.05.2.02.0004 | Lembaga Kerja Sama Tripartit mengembangkan 0 0
Transmigrasi INDUSTRIAL ! Daerah Kabupaten/Kota industri kreatif
Penutupan
. serta
Perusahaan di mengembanakan
Daerah agroﬁﬁaritimg
K K
abupaten/Kota industri di sentra
produksi melalui
peran aktif
koperasi.
Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
Pencegahan dan menlngkatka.n
K lapangan kerja
Penyelesaian :
L yang berkualitas,
Perselisihan
Hubungan mendorong
Dinas Tenaga PROGRAM Industrial. Mogok Pengembangan Pelaksanaan kewirausahaan,
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 2.07.05 HUBUNGAN 2.07.05.2.02 Keria dan, g 2.07.05.2.02.0005 | Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan mengembangkan 2500 2500
Transmigrasi INDUSTRIAL ) Fasilitas Kesejahteraan Pekerja industri kreatif
Penutupan
. serta
Perusahaan di mengembanakan
Daerah agrorgnaritimg
Kabupaten/Kot
abupaten/Kota industri di sentra
produksi melalui
peran aktif
koperasi.
Melanjutkan
pengembangan
Pengesahan infrastruktur dan
Peraturan meningkatkan
Perusahaan dan lapangan kerja
Pendaftaran yang berkualitas,
Penyel P
Dinas Tenaga PROGRAM Perjanjian Kerja Ir:efz\:;z:igsg:rr::; nggit:—:ﬂ dan mendorong
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 2.07.05 HUBUNGAN 2.07.05.2.01 | Bersama untuk 2.07.05.2.01.0003 . . g . kewirausahaan, 2 2
. . Industrial dan Jaminan Sosial
Transmigrasi INDUSTRIAL Perusahaan yang mengembangkan

Hanya Beroperasi
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Tenaga Kerja serta Pengupahan

industri kreatif
serta
mengembangkan
agromaritim
industri di sentra
produksi melalui




peran aktif
koperasi.

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

2.07.04

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

2.07.04.2.01

Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.01.0002

Pelayanan antar Kerja

Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan
lapangan kerja
yang berkualitas,
mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan
industri kreatif
serta
mengembangkan
agromaritim
industri di sentra
produksi melalui
peran aktif
koperasi.

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

2.07.04

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA

2.07.04.2.01

Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.01.0003

Penyuluhan dan Bimbingan
Jabatan bagi Pencari Kerja

Melanjutkan
pengembangan
infrastruktur dan
meningkatkan
lapangan kerja
yang berkualitas,
mendorong
kewirausahaan,
mengembangkan
industri kreatif
serta
mengembangkan
agromaritim
industri di sentra
produksi melalui
peran aktif
koperasi.

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

2.21.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

2.21.02.2.01

Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

2.21.02.2.01.0001

Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru




Memantapkan
sistem

pertahanan
keamanan
Penyelenggaraan negara dan
PROGRAM Persandian untuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan megndoron
Dinas PENYELENGGARAAN Pengamanan dan Pengelolaan Sumber Daya kemandiriagn
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.21.02 PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 | Informasi 2.21.02.2.01.0002 B ) .y ) 1 1
X . Keamanan Informasi Pemerintah bangsa melalui
Informatika PENGAMANAN Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota swasembada
INFORMASI Daerah P i
Kabupaten/Kota pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
Penyelenggaraan negara dan
PROGRAM Persandian untuk Pelaksanaan Keamanan Informasi megndoron
Dinas PENYELENGGARAAN Pengamanan Pemerintahan Daerah kemandiriagn
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.21.02 PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 | Informasi 2.21.02.2.01.0003 . ) 1 1
X . Kabupaten/Kota Berbasis bangsa melalui
Informatika PENGAMANAN Pemerintah Elektronik dan Non Elektronik swasembada
INFORMASI Daerah anean. energi
Kabupaten/Kota pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
Penyelenggaraan negara dan
PROGRAM Persandian untuk megndoron
Dinas PENYELENGGARAAN Pengamanan Penyediaan Layanan Keamanan kemandiriagn
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.21.02 PERSANDIAN UNTUK 2.21.02.2.01 | Informasi 2.21.02.2.01.0004 | Informasi Pemerintah Daerah bangsa melalui 29 29
Informatika PENGAMANAN Pemerintah Kabupaten/Kota swafembada
INFORMASI Daerah angan. enerai
Kabupaten/Kota pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
Penyelenggaraan keamanan
Dinas PROGRAM Statistik Sektoral Penginakatan Kapasitas negara dan
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.20.02 PENYELENGGARAAN 2.20.02.2.01 | dilingkup 2.20.02.2.01.0007 Kelegmbga aan Staplistik Sektoral megndoron 4 4
Informatika STATISTIK SEKTORAL Daerah & one
kemandirian
Kabupaten/Kota )
bangsa melalui
swasembada

pangan, energi,




air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

2.20.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
di Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.0009

Peningkatan Kualitas Data
Statistik Sektoral

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

100

50

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

2.20.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
di Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.0010

Penyelenggaraan Statistik
Sektoral yang sesuai dengan
Prinsip Satu Data Indonesia

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

2.20.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
di Lingkup
Daerah
Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.0011

Pelaksanaan Proses Bisnis
Statistik Sektoral Sesuai Standar

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

1.05.04

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN

1.05.04.2.02

Inspeksi
Peralatan
Proteksi
Kebakaran

1.05.04.2.02.0001

Pendataan Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan




PENYELAMATAN mendorong
NON KEBAKARAN kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
PROGRAM keamanjn
PENCEGAHAN, Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dalam nmeeg:(;?)roanr;
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 | dalam 1.05.04.2.04.0001 . B . 400 400
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN Pencegahan Edukasi Masyarakat cwasembada
PENYELAMATAN Kebakaran .
NON KEBAKARAN pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
PROGRAM keamanan
PENCEGAHAN, Pemberdayaan ”ega;a dan
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, Masyarakat bembentukan dan Pembinaan kme(::a:(;ior?agn
1.04.1.05.0.00.02.0000 Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 | dalam 1.05.04.2.04.0002 . 0 0
Relawan Pemadam Kebakaran bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN Pencegahan
PENYELAMATAN Kebakaran swasembada .
NON KEBAKARAN pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
Pencegahan, pertahanan
st e
PENCEGAHAN, Penyelamate;n mendorong
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, dan Penangan;n Pencegahan Kebakaran dalam kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.0001 . 1 1
Bahan Berbahaya Daerah Kabupaten/Kota bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun swasembada
PENYELAMATAN Kebakaran dalam pangan, energi
NON KEBAKARAN ) LRy
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan

ekonomi biru




Memantapkan
sistem

Pencegahan, pertahanan
et e
PENCEGAHAN, P Iamata’n mendoron
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, d::y:enangan;n Pemadaman dan Pengendalian kemandiriagn
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.0002 | Kebakaran dalam Daerah .
Bahan Berbahaya bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun Kabupaten/Kota swasembada
PENYELAMATAN Kebakaran dalam pangan, energi
NON KEBAKARAN . ! R
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
Pencegahan, pertahanan
PROGRAM Pengendalian, keamanan
PENCEGAHAN, Pemadaman, negara dan
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, z::yfii?:gt::;n Penyelamatan dan Evakuasi kme?::g(i)rri]agn
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.0003 | Korban Kebakaran dan Non )
Bahan Berbahaya bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun Kebakaran swasembada
PENYELAMATAN Kebakaran dalam pangan, energi
NON KEBAKARAN ) L
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
Pencegahan, pertahanan
PROGRAM Pengendalian, keamanan
PENCEGAHAN, Penyelamaten endorong
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, dan Penangan;n Penanganan Bahan Berbahaya kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 Bahan Berbahaya 1.05.04.2.01.0004 | dan Beracun Kebakaran dalam bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun Daerah Kabupaten/Kota swasembada
PENYELAMATAN Kebakaran dalam pangan, energi
NON KEBAKARAN . ! A
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Pencegahan, Memantapkan
st o
PENCEGAHAN, Penyelamata’n keamanan
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, dan Penangan;n Pembinaan Aparatur Pemadam negara dan
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.0007
Bahan Berbahaya Kebakaran mendorong
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun kemandirian
PENYELAMATAN Kebakaran dalam bangsa melalui
NON KEBAKARAN
Daerah swasembada

Kabupaten/Kota

pangan, energi,




air, ekonomi
kreatif, ekonomi

hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
Pencegahan, pertahanan
et e
PENCEGAHAN, Penyelamata,n Penyusunan Dokumen Rencana mendorong
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, dan Penangan;n Induk Sistem Penanggulangan kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 1.05.04.2.01.0011 . 0 0
Bahan Berbahaya Kebakaran dan Penyelamatan bangsa melalui
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun (RISPKP) swasembada
PENYELAMATAN .
NON KEBAKARAN Kebakaran dalam p.angan, engrgl,
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
Pencegahan, pertahanan
PROGRAM Pengendalian, keamanan
PENCEGAHAN, renyelamaten mendorong
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, dan Penangan,an Pengadaan Sarana dan Prasarana kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.01 Bahan Berbahaya 1.05.04.2.01.0017 | Pencegahan, Penanggulangan bangsa melalui 88 88
Penyelamatan KEBAKARAN DAN dan Beracun Kebakaran dan Alat Pelindung Diri swasembada
PENYELAMATAN Kebakaran dalam pangan, energi
NON KEBAKARAN . LmeY
Daerah air, ekonomi
Kabupaten/Kota kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
PROGRAM Penyelenggaraan keaman;n
PENCEGAHAN, Operasi Pembinaan Aparatur Pencarian nmeeg:(;?)roanng
Dinas Pemadam PENANGGULANGAN, Pencarian dan dan Pertolongan Terhadap kemandirian
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan 1.05.04 PENYELAMATAN 1.05.04.2.05 | Pertolongan 1.05.04.2.05.0004 | Kondisi Membahayakan bangsa melalui 0 0
Penyelamatan KEBAKARAN DAN Terhadap Kondisi Manusia/Penyelamatan dan cwasembada
PENYELAMATAN Membahayakan Evakuasi .
NON KEBAKARAN Manusia pangan, energl,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
PROGRAM Administrasi Memantapkan
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sistem
1.04.1.05.0.00.02.0000 Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0009 . pertahanan 24 22
Perangkat Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penyelamatan DAERAH Daerah keamanan

KABUPATEN/KOTA

negara dan




mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.02

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

294

294

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.02

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.02.0002

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

12

12

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.06

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru




1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.06

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.06

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.06

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

12

12

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.09

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

X.XX.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,




air, ekonomi
kreatif, ekonomi

hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
) keamanan
Pemeliharaan negara dan
PROGRAM Barang Milik megndoron
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan kemandiriagn
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 N . 17 17
Mesin Lainnya bangsa melalui
Penyelamatan DAERAH Urusan
. swasembada
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan .
pangan, energi,
Daerah . .
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
. keamanan
Pemeliharaan negara dan
PROGRAM Barang Milik megndomn
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana kemandiriagn
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0010 | dan Prasarana Gedung Kantor . 0 0
X bangsa melalui
Penyelamatan DAERAH Urusan atau Bangunan Lainnya swasembada
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan )
pangan, energi,
Daerah ) .
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
Pengadaan negara dan
PROGRAM Barang Milik megndomn
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Daerah pengadaan Kendaraan Dinas kemandiriagn
1.04.1.05.0.00.02.0000 Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0002 & R . 1 1
Operasional atau Lapangan bangsa melalui
Penyelamatan DAERAH Urusan swasembada
KABUPATEN/KOTA Pemerintah .
pangan, energi,
Daerah . .
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
PROGRAM Penyediaan Jasa Memantapkan
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Penunjang sistem
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat pertahanan 12 12
Penyelamatan DAERAH Pemerintahan keamanan
KABUPATEN/KOTA Daerah negara dan




mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

X.XX.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

12

12

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

X.XX.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru

12

12

1.04.1.05.0.00.02.0000

Dinas Pemadam
Kebakaran Dan
Penyelamatan

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Memantapkan
sistem
pertahanan
keamanan
negara dan
mendorong
kemandirian
bangsa melalui
swasembada
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru




Memantapkan
sistem

pertahanan
keamanan
PROGRAM Perencanaan, nmef:(;zrciann
Dinas Pemadam PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan kemandiriagn
1.04.1.05.0.00.02.0000 | Kebakaran Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0006 | Laporan Capaian Kinerja dan . 2 2
N . PP bangsa melalui
Penyelamatan DAERAH Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD swasembada
KABUPATEN/KOTA Daerah .
pangan, energi,
air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Memantapkan
sistem
pertahanan
Pelaksanaan keamanan
PROGRAM Pencapaian negara dan
. . PENINGKATAN Target Konsumsi Pemberdayaan Masyarakat dalam | mendorong
Dinas Pertanian, DIVERSIFIKASI DAN Pangan Penganekaragaman Konsumsi kemandirian
3.27.2.09.3.25.01.0000 | Pangan, dan 2.09.03 2.09.03.2.04 g . 2.09.03.2.04.0002 & g : ) 4 4
Perikanan KETAHANAN Perkapita/Tahun Pangan Berbasis Sumber Daya bangsa melalui
PANGAN sesuai dengan Lokal swasembada
MASYARAKAT Angka Kecukupan pangan, energi,
Gizi air, ekonomi
kreatif, ekonomi
hijau, dan
ekonomi biru
Membangun dari
desa dan dari
Pelayanan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi bawah untuk
Badan PROGRAM Inforymasi Rawan dan Edukallsi (KIE) Rawa,n Bencana pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.01 1.05.03.2.01.0007 . ekonomi, 697 697
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Kabupaten/Kota Ancaman Bencana) .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Pelavanan bawah untuk
Badan PROGRAM Inforymasi Rawan Penyusunan Kajian Risiko pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.01 1.05.03.2.01.0008 v ) ekonomi, 0 0
Bencana Bencana Kabupaten/Kota
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Kabupaten/Kota )
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Pelavanan Membangun dari
Badan PROGRAM Pen yelamatan Respon Cepat Darurat Bencana desa dan dari
1.05.0.00.0.00.01.0000 Penanggulangan 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.03 v . 1.05.03.2.03.0002 P P bawah untuk 1 1
dan Evakuasi Kabupaten/Kota
Bencana Daerah BENCANA pertumbuhan

Korban Bencana

ekonomi,




pemerataan
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.

Membangun dari
desa dan dari
bawah untuk

Badan PROGRAM E:lr?yjlr;:]atan Pencarian, Pertolongan dan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.03 v ) 1.05.03.2.03.0003 | Evakuasi Korban Bencana ekonomi, 10 10
dan Evakuasi
Bencana Daerah BENCANA Kabupaten/Kota pemerataan
Korban Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Pelavanan bawah untuk
Badan PROGRAM Pen yelamatan Penyediaan Logistik pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.03 danyEvakuasi 1.05.03.2.03.0009 | Penyelamatan dan Evakuasi ekonomi, 10 10
Bencana Daerah BENCANA Korban Bencana Kabupaten/Kota pemerataan
Korban Bencana :
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Kerja Sama antar Lembaga dan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0003 | Kemitraan dalam Penanggulangan | ekonomi, 0 0
Penanggulangan
Bencana Daerah BENCANA Bencana Kabupaten/Kota pemerataan
Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Pengelolaan dan Pemanfaatan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0004 . & ) ekonomi, 0 0
Penanggulangan Sistem Informasi Kebencanaan
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Peningkatan Kapasitas SDM pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0007 | Aparatur Penanggulangan ekonomi, 0 0
Penanggulangan
Bencana Daerah BENCANA Bencana Kabupaten/Kota pemerataan
Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan

kemiskinan.




Penataan Sistem

Membangun dari
desa dan dari
bawah untuk

Badan PROGRAM Dasar Bimbingan Teknis Pasca Bencana pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0008 & ekonomi,
Penanggulangan Kabupaten/Kota
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Koordinasi penanganan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0010 P g ekonomi,
Penanggulangan Pascabencana Kabupaten/Kota
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Bencana i
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem Peningkatan partisipasi bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar mas agrakat dgn dunpia usaha pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0011 i ekonomi,
Penanggulangan dalam penanganan Pascabencana
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Bencana Kabupaten/Kota R
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Penguatan Kelembagaan Bencana pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 Penanggulangan 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0014 g g ekonomi,
Penanggulangan Kabupaten/Kota
Bencana Daerah BENCANA pemerataan
Bencana .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Penataan Sistem Penyusunan Kajian Kebutuhan bawah untuk
Badan PROGRAM Dasar Pascabencana (JITUPASNA) dan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 Penangeulangan 1.05.03.2.04.0015 | Rencana Rehabilitasi dan ekonomi,
Bencana Daerah BENCANA €8 & Rekontruksi Pascabencana (R3P) pemerataan
Bencana .
Kab/Kota ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Badan PROGRAM s renerapan Standar relayanan | baweh untuk
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | 1.05.03 PENANGGULANGAN 1.05.03.2.04 1.05.03.2.04.0016 L P y
Penanggulangan Minimal (SPM) Sub Urusan pertumbuhan
Bencana Daerah BENCANA .
Bencana Bencana Kabupaten/Kota ekonomi,

pemerataan




ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.

Membangun dari
desa dan dari

PROGRAM Administrasi bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 X.XX.01.2.02.0001 ekonomi, 294 294
Perangkat ASN
Bencana Daerah DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
PROGRAM Administrasi bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Administrasi pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 X.XX.01.2.02.0002 ekonomi, 12 12
Perangkat Pelaksanaan Tugas ASN
Bencana Daerah DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pemeliharaan desa dan dari
PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Daerah Biaya Pemeliharaan, dan Pajakl pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0001 ! ) ekonomi, 2 2
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Bencana Daerah DAERAH Urusan Kendaraan Dinas Jabatan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pemeliharaan desa dan dari
PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Daerah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan’ pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0002 . - ekonomi, 8 8
Perizinan Kendaraan Dinas
Bencana Daerah DAERAH Urusan Operasional atau Lapangan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P pang ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pemeliharaan desa dan dari
PROGRAM Barang Milik bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Daerah pemeliharaan Peralatan dan pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 o ekonomi, 6 6
Mesin Lainnya
Bencana Daerah DAERAH Urusan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Badan PROGRAM Pengadaan Pengadaan Kendaraan Membangun dari
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PENUNJANG URUSAN | X.XX.01.2.07 | Barang Milik X.XX.01.2.07.0001 | Perorangan Dinas atau Kendaraan | desa dan dari 0 0
Bencana Daerah PEMERINTAHAN Daerah Dinas Jabatan bawah untuk




DAERAH Penunjang pertumbuhan
KABUPATEN/KOTA Urusan ekonomi,
Pemerintah pemerataan
Daerah ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pengadaan desa dan dari
PROGRAM Barang Milik bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Daerah pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel ekonomi, 0 0
Bencana Daerah DAERAH Urusan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pengadaan desa dan dari
PROGRAM Barang Milik bawah untuk
Badan PENUNJANG URUSAN Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin pertumbuhan
1.05.0.00.0.00.01.0000 | Penanggulangan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0006 . g ekonomi, 0 0
Lainnya
Bencana Daerah DAERAH Urusan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan gz\slvaa?\a:ncthIr(I
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan pertumbuhan
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan Fasilitasi Penyusunan .
1.06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 2.13.04 PEMERINTAHAN 2.13.04.2.01 Administrasi 2.13.04.2.01.0003 Perencanaan Pembangunan Desa ekonomi, 0 0
. pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan g:;?aia:n(:f::
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan pertumbuhan
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan .
1.06.2.08.2.13.01.0000 2.13.04 2.13.04.2.01 2.13.04.2.01.0004 k 32 32
Masyarakat dan PEMERINTAHAN Administrasi Desa ekonomi,
. pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan g:\snfa:a:n(:j:
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan .
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01. 2.13. 2.13.04.2.01 . - 2.13.04.2.01. B D L j i, 2 2
06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 3.04 PEMERINTAHAN 3.04.2.0 Administrasi 3.04.2.01.0008 UM Desa dan Lembaga Kerja ekonomi 3 3
. Sama antar Desa pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan

kemiskinan.




Pembinaan dan

Membangun dari
desa dan dari
bawah untuk

Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan pertumbuhan
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan Fasilitasi Manajemen .
1.06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 2.13.04 PEMERINTAHAN 2.13.04.2.01 Administrasi 2.13.04.2.01.0012 Pemerintahan Desa ekonomi, 32 32
. pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan S:\S/\?aial,r:n(:l?:
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan pertumbuhan
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan - .
1.06.2.08.2.13.01. 2.13. 2.13.04.2.01 . . 2.13.04.2.01.001 D B 2 2
06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 3.04 PEMERINTAHAN 3.04.2.0 Administrasi 3.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa ekonomi 3 3
. pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan S:\Siaia:n(tjj:
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan pertumbuhan
Pemberdayaan ADMINISTRASI Penyelenggaraan Pembinaan Peningkatan Kapasitas ;
1.06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 2.13.04 PEMERINTAHAN 2.13.04.2.01 Administrasi 2.13.04.2.01.0014 Anggota BPD ekonomi, 0 0
. pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Pembinaan dan S:\S:a:a:nctlta::
Dinas Sosial, PROGRAM Pengawasan e .
Pemberdavaan ADMINISTRASI Penvelengzaraan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 2.13.04 2.13.04.2.01 yelengga 2.13.04.2.01.0018 | Desa serta Lomba Desa dan ekonomi, 32 32
Masyarakat dan PEMERINTAHAN Administrasi
. Kelurahan pemerataan
Desa DESA Pemerintahan .
ekonomi dan
Desa
pemberantasan
kemiskinan.
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di Membangun dari
PROGRAM Bidang Peningkatan Kapasitas desa dan dari
. . PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga bawah untuk
Dinas Sosial,
Pemberdavaan LEMBAGA Desa dan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 Mas arakai dan 2.13.05 KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 Lembaga Adat 2.13.05.2.01.0003 (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, ekonomi, 6 6
Desay LEMBAGA ADAT DAN Tingkat Daerah dan Karang Taruna), Lembaga pemerataan
MASYARAKAT Kabupaten/Kota Adat Desa/Kelurahan dan ekonomi dan
HUKUM ADAT serta Masyarakat Hukum Adat pemberantasan
Pemberdayaan kemiskinan.
Masyarakat

Hukum Adat yang
Masyarakat




Pelakunya
Hukum Adat yang
Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang

P
Dzr;bj;:ayaan Membangun dari
PROGRAM Lembaga Adat desa dan dari
. . PEMBERDAYAAN ) & Fasilitasi Pengembangan Usaha bawah untuk
Dinas Sosial, Tingkat Daerah .
Pemberdavaan LEMBAGA Kabupaten,/Kota Ekonomi Masyarakat dan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 Mas araka»;: dan 2.13.05 KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 Sertap 2.13.05.2.01.0005 Pemerintah Desa dalam ekonomi,
Desay LEMBAGA ADAT DAN Pemberdavaan Meningkatkan Pendapatan Asli pemerataan
MASYARAKAT il araka‘i Desa ekonomi dan
HUKUM ADAT ¥ pemberantasan
Hukum Adat yang A
kemiskinan.
Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat yang
Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
P
Deer;bde;:ayaan Membangun dari
PROGRAM Lembaga Adat desa dan dari
Dinas Sosial PEMBERDAYAAN Tin kathaerah bawah untuk
Pemberda ;an LEMBAGA Kabgu aten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 ¥ 2.13.05 KEMASYARAKATAN, 2.13.05.2.01 P 2.13.05.2.01.0006 Pemanfaatan Teknologi Tepat ekonomi,
Masyarakat dan serta
Desa LEMBAGA ADAT DAN Pemberdavaan Guna pemerataan
MASYARAKAT ol araka‘fc ekonomi dan
HUKUM ADAT ¥ pemberantasan
Hukum Adat yang A
kemiskinan.
Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat yang
Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM Pemberdayaan Membangun dari
PEMBERDAYAAN L i
Dinas Sosial, embaga Fasilitasi Tim Penggerak PKK desa dan dari
Pemberdayaan LEMBAGA Kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Gerakan bawah untuk
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 2.13.05 KEMASYARAKATAN, | 2.13.05.2.01 | yangBergerakdi | 2.13.05.2.01.0009 velense pertumbuhan
Masyarakat dan . Pemberdayaan Masyarakat dan .
Desa LEMBAGA ADAT DAN Bidang Keseiahteraan Keluarga ekonomi,
MASYARAKAT Pemberdayaan ) & pemerataan
HUKUM ADAT Desa dan ekonomi dan




Lembaga Adat
Tingkat Daerah

pemberantasan
kemiskinan.

Kabupaten/Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat
Hukum Adat yang
Masyarakat
Pelakunya
Hukum Adat yang
Sama dalam
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelembagaan Membangun.darl
desa dan dari
PHA pada
. . . . . bawah untuk
Dinas Sosial, Lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberdayaan PROGRAM Pemerintah Pelembagaan Pemenuhan Hak pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 2.08.06 PEMENUHAN HAK 2.08.06.2.01 L 2.08.06.2.01.0002 & ekonomi, 2 2
Masyarakat dan Nonpemerintah, Anak Kewenangan
ANAK (PHA) R pemerataan
Desa dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota .
ekonomi dan
Kewenangan pemberantasan
Kabupaten/Kota Kemiskinan.
Membangun dari
Penyelenggaraan desa dan dari
Dinas Sosial Pemberdayaan bawah untuk
Pemberda :;an PROGRAM Masyarakat Koordinasi, Sosialisasi dan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 1.06.06 PENANGANAN 1.06.06.2.02 | Terhadap 1.06.06.2.02.0002 | Pelaksanaan Taruna Siaga ekonomi, 24 24
Masyarakat dan L
BENCANA Kesiapsiagaan Bencana pemerataan
Desa .
Bencana ekonomi dan
Kabupaten/Kota pemberantasan
kemiskinan.
Pemberdayaan Membangun dari
Perempuan desa dan dari
. . PROGRAM Bidang Politik, . , bawah untuk
Eg::;:?;;aléan PENGARUSUTAMAAN Hukum, Sosial, ﬁ:zs::' :iwet::walsz:i:arllatan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 2.08.02 GENDER DAN 2.08.02.2.02 | dan Ekonomi 2.08.02.2.02.0002 . p. 8 B . ekonomi, 2 2
Masyarakat dan - Partisipasi Perempuan dan Politik,
Desa PEMBERDAYAAN pada Organisasi Hukum. Sosial dan Ekonomi pemerataan
PEREMPUAN Kemasyarakatan ! ekonomi dan
Kewenangan pemberantasan
Kabupaten/Kota kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM Administrasi bawah untuk
Pemberda :;an PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0001 v ! 1ang ekonomi, 448 448
Masyarakat dan Perangkat ASN
De DAERAH Daerah pemerataan
> KABUPATEN/KOTA aera ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Dinas Sosial, PROGRAM Administrasi Penyediaan Administrasi Membangun dari
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 X.XX.01.2.02 X.XX.01.2.02.0002 12 12
Pemberdayaan PENUNJANG URUSAN Keuangan Pelaksanaan Tugas ASN desa dan dari




Masyarakat dan PEMERINTAHAN Perangkat bawah untuk
Desa DAERAH Daerah pertumbuhan
KABUPATEN/KOTA ekonomi,
pemerataan
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Peralatan dan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0002 ekonomi, 5 5
Masyarakat dan Perlengkapan Kantor
Desa DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM N . bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Administrasi pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ekonomi, 6 6
Masyarakat dan
Desa DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0005 ekonomi, 2 2
Masyarakat dan Penggandaan
Desa DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM N . bawah untuk
Pemberdaye’\an PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyelenggaraan Rapat pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 L . ekonomi, 12 12
Masyarakat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Desa DAERAH Daerah pemerataan
KABUPATEN/KOTA ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Pemeliharaan Membangun dari
. . PROGRAM Barang Milik . . desa dan dari
Dinas Sosial, Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Pemberdayaan PENUNJANG URUSAN Daerah Biay\; Pemeliharaan, Pajak dan bawah untuk
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0002 - - pertumbuhan 16 16
Masyarakat dan Perizinan Kendaraan Dinas .
Desa DAERAH Urusan Operasional atau Lapangan ekonomi,
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan pemerataan

Daerah

ekonomi dan




pemberantasan
kemiskinan.

Pemeliharaan

Membangun dari
desa dan dari

Dinas Sosial PROGRAM Barang Milik bawah untuk
Pemberday:;an PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 N ekonomi, 16 16
Masyarakat dan Mesin Lainnya
Desa DAERAH Urusan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan ekonomi dan
Daerah pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM Penyediaan Jasa bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Penunjang pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ekonomi, 12 12
Masyarakat dan .
Desa DAERAH Pemerintahan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Daerah ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM Penyediaan Jasa bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 . N ekonomi, 12 12
Masyarakat dan . Sumber Daya Air dan Listrik
Desa DAERAH Pemerintahan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Daerah ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Dinas Sosial PROGRAM Penyec.iiaan Jasa bawah untuk
Pemberday;an PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 ekonomi, 12 12
Masyarakat dan . Umum Kantor
Desa DAERAH Pemerintahan pemerataan
KABUPATEN/KOTA Daerah ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
. . PROGRAM Perencanaan, bawah untuk
Dinas Sosial,
Pemberdayaan PENUNJANG URUSAN Penganggar'an, Penyusunan Dokumen pertumt?uhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0001 ekonomi, 10 10
Masyarakat dan - Perencanaan Perangkat Daerah
Desa DAERAH Kinerja Perangkat pemerataan
KABUPATEN/KOTA Daerah ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
E;r::;::::;?/l;an PROGRAM Perencanaan, Koordinasi dan Penyusunan mi?gz:g(g:ida”
1.06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan X.XX.01 PENUNJANG URUSAN | X.XX.01.2.01 | Penganggaran, X.XX.01.2.01.0006 | Laporan Capaian Kinerja dan bawah untuk 27 27
PEMERINTAHAN dan Evaluasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Desa

pertumbuhan




DAERAH Kinerja Perangkat ekonomi,
KABUPATEN/KOTA Daerah pemerataan
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
. ) bawah untuk
E(ler::):?;;aléan PROGRAM E::i%?\l/loilsak?: et Fasilitasi Bantuan Sosial pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 1.06.05 PERLINDUNGAN DAN | 1.06.05.2.02 1.06.05.2.02.0003 ) ekonomi, 4126 4126
Masyarakat dan Cakupan Daerah Kesejahteraan Keluarga
JAMINAN SOSIAL pemerataan
Desa Kabupaten/Kota .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Penyedlaan. Membangun dari
Layanan Rujukan .
R . desa dan dari
Lanjutan bagi
Dinas Sosial Perempuan Penyediaan Layanan Pengaduan bawah untuk
Pemberda e;an PROGRAM Korbanp Masyarakat bayi Perem lgjan pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 v 2.08.03 PERLINDUNGAN 2.08.03.2.02 2.08.03.2.02.0001 v & P ekonomi, 12 12
Masyarakat dan Kekerasan yang Korban Kekerasan Kewenangan
PEREMPUAN pemerataan
Desa Memerlukan Kabupaten/Kota .
L ekonomi dan
Koordinasi
pemberantasan
Kewenangan kemiskinan
Kabupaten/Kota )
Rehabilitasi Sosial Membangun dari
Penyandang desa dan dari
. . Masalah bawah untuk
Dinas Sosial, Kesejahteraan pertumbuhan
Pemberdayaan PROGRAM . Pemberian Layanan Data dan .
1.06.2.08.2.13.01.0000 Masyarakat dan 1.06.04 REHABILITASI SOSIAL 1.06.04.2.02 So.SIaI (PMKS) 1.06.04.2.02.0001 Pengaduan ekonomi, 10 10

Desa Lainnya Bukan pemerataan
Korban HIV/AIDS ekonomi dan
dan NAPZA di pemberantasan
Luar Panti Sosial kemiskinan.
Rehabilitasi Sosial Membangun dari
Penyandang desa dan dari

. . Masalah Pemberian Bimbingan Sosial bawah untuk
Dinas Sosial, R
Pemberdavaan PROGRAM Kesejahteraan kepada Keluarga Penyandang pertumbuhan
1.06.2.08.2.13.01.0000 Y 1.06.04 1.06.04.2.02 | Sosial (PMKS) 1.06.04.2.02.0008 | Masalah Kesejahteraan Sosial ekonomi, 0 0

Masyarakat dan REHABILITASI SOSIAL R )

Desa Lainnya Bukan (PMKS) Lainnya Bukan Korban pemerataan
Korban HIV/AIDS HIV/AIDS dan NAPZA ekonomi dan
dan NAPZA di pemberantasan
Luar Panti Sosial kemiskinan.

Membangun dari
desa dan dari

Dinas Tenaga PROGRAM SP::ugaenmbangan szr;irr;:):;uakn

ENGEMB, D
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 3.32.04 PENGEMBANGAN 3.32.04.2.01 | Permukiman 3.32.04.2.01.0001 | henguatan SDM dalam rangka ekonomi, 0 0
. . KAWASAN Kemandirian Satuan Pemukiman
Transmigrasi pada Tahap pemerataan
TRANSMIGRASI . .
Kemandirian ekonomi dan
pemberantasan

kemiskinan.




Membangun dari
desa dan dari

P h k
Dinas Tenaga PROGRAM S::ugaenmbangan Penguatan Infrastruktur Sosial, gz\r,:imt):tr:jan
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 3.32.04 PENGEMBANGAN 3.32.04.2.01 | Permukiman 3.32.04.2.01.0002 | Fkonomidan Kelembagaan dalam | o\ o 2 2
Transmigrasi KAWASAN 2da Taha rangka Kemandirian Satuan emerataan
& TRANSMIGRASI P nap Pemukiman P .
Kemandirian ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
. PROGRAM Pencadangan . bawah untuk
Dinas Tenaga PERENCANAAN Tanah untuk Penyediaan Tanah untuk pertumbuhan
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan 3.32.02 3.32.02.2.01 3.32.02.2.01.0003 | Pembangunan Kawasan ekonomi, 356 356
Transmigrasi KAWASAN Kawasan Transmigrasi emerataan
g TRANSMIGRASI Transmigrasi g P .
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
. PROGRAM Pencadangan bawah untuk
Dinas Tenaga PERENCANAAN Tanah untuk Penatausahaan Pencadangan pertumbuhan
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan 3.32.02 3.32.02.2.01 3.32.02.2.01.0004 | Tanah untuk Kawasan ekonomi, 0 0
Transmigrasi KAWASAN Kawasan Transmigrasi emerataan
g TRANSMIGRASI Transmigrasi € P )
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
Koordinasi Koordinasi/Sinergi dengan g:\slja:a:nctlta::
PROGRAM Penerapan dan Perangkat Daerah yang Tugas dan
Kecamatan KOORDINASI Penegakan Fungsinya di Bidang Penegakan pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01.0000 Sesayap 7.01.04 KETENTRAMAN DAN 7.01.04.2.02 Peraturan Daerah 7.01.04.2.02.0001 Peraturan Perundang-Undangan el;?:r?;,aan 12 12
KETERTIBAN UMUM dan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara P .
. . ekonomi dan
Kepala Daerah Republik Indonesia
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian bawah untuk
PROGRAM . .
Kecamatan KOORDINASI Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04 7.01.04.2.01 | Ketenteraman 7.01.04.2.01.0001 | Tentara Nasional Indonesia dan ekonomi, 12 12
Sesayap KETENTRAMAN DAN dan Ketertiban Instansi Vertikal di Wilayah emerataan
KETERTIBAN UMUM v P )
Umum Kecamatan ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
PROGRAM Koordinasi Peningkatan Partisipasi desa dan dari
Kecamatan PEMBERDAYAAN Kegiatan Masyarakat dalam Forum bawah untuk
7:01.0.00.0.00.01.0000 Sesayap 7.01.03 MASYARAKAT DESA 7:01.03.2.01 Pemberdayaan 7:01.03.2.01.0001 Musyawarah Perencanaan pertumbuhan / /
DAN KELURAHAN Desa Pembangunan di Desa ekonomi,

pemerataan




ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.

Sinkronisasi Program Kerja dan

Membangun dari
desa dan dari
bawah untuk

PROGRAM Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01.0000 | Kecamatan 7.01.03 PEMBERDAYAAN 7.01.03.2.01 | Kegiatan 7.01.03.2.01.0002 | Masyarakat yang Dilakukan oleh | ekonomi,
Sesayap MASYARAKAT DESA Pemberdayaan . .
Pemerintah dan Swasta di pemerataan
DAN KELURAHAN Desa . . .
Wilayah Kerja Kecamatan ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
bawah untuk
PROGRAM K inasi
Kecamatan PEI\O/I?ZERDAYAAN Kzoi;dt?:ﬂ Peningkatan Efektifitas Kegiatan pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03 7.01.03.2.01 g 7.01.03.2.01.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di ekonomi,
Sesayap MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Wilavah Kecamatan emerataan
DAN KELURAHAN Desa v P )
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Membangun dari
desa dan dari
PROGRAM Comboge pertumibahan
Kecamatan PEMBERDAYAAN Fasilitasi Pengembangan Usaha .
7.01.0.00.0.00.01.0000 Sesayap 7.01.03 MASYARAKAT DESA 7.01.03.2.03 $ienm'z(a:2/arakatan 7.01.03.2.03.0004 Ekonomi Masyarakat ekonomtl,
DAN KELURAHAN & pemerataan
Kecamatan ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.
Fasilitasi, Membangun.darl
Rekomendasi dan desa dan dari
PROGRAM Koordinasi bawah untuk
Kecamatan PEMBINAAN DAN Fasilitasi Administrasi Tata pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01.0000 Sesava 7.01.06 PENGAWASAN 7.01.06.2.01 Pembinaan dan 7.01.06.2.01.0002 Pemerintahan Desa ekonomi,
vap PEMERINTAHAN pemerataan
Pengawasan .
DESA . ekonomi dan
Pemerintahan
pemberantasan
Desa .
kemiskinan.
Penyelenggaraan Membangun dari
Urusan desa dan dari
PROGRAM Pemerintahan Peningkatan Efektifitas bawah untuk
Kecamatan PENYELENGGARAAN yang Tidak Pelaksanaan Pelayanan kepada pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.01. 7.01.02 7.01.02.2.02 Dilak k 7.01.02.2.02. k i
01.0.00.0.00.01.0000 | ., .0 010 PEMERINTAHAN DAN | /:01:02:20 ol'eah Ean”if Kaer:_a 01.02.2.02.0003 | \1- arakat di Wilayah eez’:r':t';an
PELAYANAN PUBLIK ! Kecamatan B .
Perangkat ekonomi dan
Daerah yang Ada pemberantasan
di Kecamatan kemiskinan.
Kecamatan PROGRAM Fasilitasi, Fasilitasi Administrasi Tata Membangun dari
7.01.0.00.0.00.02.0000 Sesavap Hilir 7.01.06 PEMBINAAN DAN 7.01.06.2.01 | Rekomendasidan | 7.01.06.2.01.0002 Pemerintahan Desa desa dan dari
yap PENGAWASAN Koordinasi bawah untuk




PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

pertumbuhan
ekonomi,
pemerataan
ekonomi dan
pemberantasan
kemiskinan.

Membangun dari

Fasilitasi, .
Rekomendasi dan desa dan dari
PROGRAM Koordinasi bawah untuk
Kecamatan PEMBINAAN DAN Fasilitasi Penyusunan pertumbuhan
7.01.0.00.0.00.02.0000 Sesavap Hilir 7.01.06 PENGAWASAN 7.01.06.2.01 pembinaan dan 7.01.06.2.01.0013 | Perencanaan Pembangunan ekonomi, 8 8
yap PEMERINTAHAN Partisipatif pemerataan
Pengawasan .
DESA . ekonomi dan
Pemerintahan
pemberantasan
Desa .
kemiskinan.
i
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 | Publik 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media . 12 12
Inf ik INFORMASI DAN P intah demokrasi, dan
nformatika KOMUNIKASI PUBLIK emerinta hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
e
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Kemitraan Komunikasi dengan Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 :(nofror:?:;?ksa: dan 2.16.02 INFORMAS| DAN 2.16.02.2.01 gUb“k- - 2.16.02.2.01.0015 Komunitas Informasi Masyarakat demokrasi, dan 3 3
KOMUNIKASI PUBLIK emerinta hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
Pengelolaan
Informasi dan Dukungan Administratif, !Vlempe.rkokoh
. PROGRAM o . ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 | Publik 2.16.02.2.01.0016 | Informasi di Daerah dalam Rangka . 0 0
Informatika INFORMASI DAN P intah P lesaian Senaketa Inf ) demokrasi, dan
KOMUNIKAS! PUBLIK emerinta enyf: esaian Sengketa Informasi hak asasi
Daerah Publik manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
ionmas, dan Memperkokoh
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 | Publik 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik . 5 5
Informatika INFORMASI DAN Pemerintah demokrasi, dan
KOMUNIKASI PUBLIK hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
o
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Monitoring Informasi Kebijakan Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 :;i?r::\;l:?ks; dan 2.16.02 INEORMASI DAN 2.16.02.2.01 E::}Igintah 2.16.02.2.01.0019 Opini, dan Aspirasi Publik demokrasi, dan 1 1
KOMUNIKASI PUBLIK Daerah hak asasi

Kabupaten/Kota

manusia (HAM).




Pengelolaan

Informasi dan Memperkokoh
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Pengelolaan Media Komunikasi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 Publik 2.16.02.2.01.0021 g . 0 0
Informatika INFORMASI DAN Pemerintah Publik demokrasi, dan
KOMUNIKASI PUBLIK hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
P lol
iformast dan Memperkokoh
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Penyusunan Strategi Komunikasi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 Publik 2.16.02.2.01.0022 y s . 0 0
Informatika INFORMASI DAN Pemerintah Publik demokrasi, dan
KOMUNIKASI PUBLIK hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota '
onmas: dan Memperkokoh
. PROGRAM L ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan 2.16.02 2.16.02.2.01 | Publik 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten . 0 0
Informatika INFORMASI DAN Pemerintah demokrasi, dan
KOMUNIKASI PUBLIK hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
P lol
e
. PROGRAM . ideologi
Dinas PENGELOLAAN Komunikasi Penguatan Kapasitas Sumber Pancasila
2.16.2.20.2.21.01.0000 K ikasi d 2.16.02 2.16.02.2.01 Publik 2.16.02.2.01.0024 ! 4 2
In?‘ror:'::zlat?ksz; an INFORMASI DAN P:mlerintah Daya Manusia Komunikasi Publik demokrasi, dan
KOMUNIKASI PUBLIK hak asasi
Daerah manusia (HAM)
Kabupaten/Kota )
Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
Pengelolaan E- k:;er;tian,
. PROGRAM government di P
Dinas PENGELOLAAN Lingku Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di | ©/2"382
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasidan | 2.16.03 2.16.03.2.02 gxup 2.16.03.2.02.0015 | | penyelenge kesetaraan 1 1
Informatika APLIKASI Pemerintah lingkungan Pemda ender. serta
INFORMATIKA Daerah gen e o
Kabupaten/Kota peng P
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
Dinas PROGRAM Pengelolaan E- Memperkuat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasidan | 2.16.03 PENGELOLAAN 2.16.03.2.02 | governmentdi 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra pembangunan 26 26
Informatika APLIKASI Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota sumber daya
INFORMATIKA Pemerintah manusia (SDM),




Daerah
Kabupaten/Kota

sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas
Komunikasi dan
Informatika

2.16.03

PROGRAM
PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA

2.16.03.2.01

Pengelolaan
Nama Domain
yang Telah
Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
dan Sub Domain
di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

2.16.03.2.01.0004

Pengelolaan Nama Domain dan
Sub Domain Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan
Pengelolaan Nama Domain
Pemerintah Desa

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

2.07.03

PROGRAM
PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

2.07.03.2.01

Pelaksanaan
Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi

2.07.03.2.01.0001

Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan

16
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penyandang
disabilitas.

2.07.3.32.0.00.01.0000

Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi

2.07.03

PROGRAM
PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

2.07.03.2.01

Pelaksanaan
Pelatihan
berdasarkan Unit
Kompetensi

2.07.03.2.01.0002

Koordinasi Lintas Lembaga dan
Kerja Sama dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

7.01.0.00.0.00.02.0000

Kecamatan
Sesayap Hilir

7.01.03

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.01

Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

7.01.03.2.01.0002

Sinkronisasi Program Kerja dan
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

7.01.0.00.0.00.02.0000

Kecamatan
Sesayap Hilir

7.01.03

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

7.01.03.2.01

Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa

7.01.03.2.01.0003

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran




perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,

pendidikan,
kesehatan,
oo e
7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan 7.01.03 PEMBERDAYAAN 7.01.03.2.03 | Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0001 | Fenvelenggaraan Lembaga kesetaraan
Sesayap Hilir MASYARAKAT DESA Tingkat Kemasyarakatan gender, serta
DAN KELURAHAN !
Kecamatan penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
Penerbitan lIzin E:::P:g;:l;in’
PROGRAM Rumah Sakit prestasi !
Rumah Sakit A PEMENUHAN UPAYA Kelals C,Ddan Penyiapan Perumusan dan olahraga
Umum Daera KESEHATAN Fasilitas !
1.02.2.14.0.00.01.0006 Akhmad 1.02.02 PERORANGAN DAN 1.02.02.2.04 Pelayanan 1.02.02.2.04.0004 Ezlsaek;:tr;ana;uF;ELaay:nan Ig(:;zt:rrasaenrta
Berahim UPAYA KESEHATAN Kesehatan !
MASYARAKAT Tingkat Daerah penguatan peran
Kabupaten/Kota perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.
PROGRAM Penyediaan Membperkuat
Rumah Sakit PEMENUHAN UPAYA Fasilitas _fjnTb::g:;:n
Umum Daerah KESEHATAN Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeliharaan .
1.02.2.14.0.00.01.0006 Akhmad 1.02.02 PERORANGAN DAN 1.02.02.2.01 Kesehatan untuk 1.02.02.2.01.0008 Rumah Sakit manusia (SDM)',
Berahim UPAYA KESEHATAN UKM dan UKP Sams'. t.eknOIOgl'
MASYARAKAT Kewenangan pendidikan,

kesehatan,




Daerah
Kabupaten/Kota

prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

1.02.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.01

Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.0010

Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

112
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1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

1.02.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.01

Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.0014

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

46

46

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah

1.02.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA

1.02.02.2.02

Penyediaan
Layanan

1.02.02.2.02.0032

Operasional Pelayanan Rumah
Sakit

Memperkuat
pembangunan




Akhmad
Berahim

KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

1.02.02

PROGRAM
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.03

Penyelenggaraan
Sistem Informasi
Kesehatan Secara
Terintegrasi

1.02.02.2.03.0002

Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

1.02.03

PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
KESEHATAN

1.02.03.2.03

Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03.0001

Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan

11

11




generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.02

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

1.02.2.14.0.00.01.0006

Rumah Sakit
Umum Daerah
Akhmad
Berahim

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.10

Peningkatan
Pelayanan BLUD

X.XX.01.2.10.0001

Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD

Memperkuat
pembangunan
sumber daya
manusia (SDM),
sains, teknologi,
pendidikan,
kesehatan,
prestasi
olahraga,
kesetaraan
gender, serta
penguatan peran
perempuan,
pemuda
(generasi
milenial dan
generasi Z), dan
penyandang
disabilitas.

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

2.11.06

PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

2.11.06.2.01

Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha
dan/atau
Kegiatan yang
Izin Lingkungan
dan Izin PPLH
Diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

2.11.06.2.01.0001

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan
dan Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama untuk

25
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mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

2.11.04

PROGRAM
PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

2.11.04.2.01

Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
Kabupaten/Kota

2.11.04.2.01.0004

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

2.11.11

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01

Pengelolaan
Sampah

2.11.11.2.01.0005

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Persampahan

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

2.11.11

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01

Pengelolaan
Sampah

2.11.11.2.01.0007

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan,
alam, dan
budaya serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.

10

10

2.11.0.00.0.00.01.0000

Dinas
Lingkungan
Hidup

2.11.11

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

2.11.11.2.01

Pengelolaan
Sampah

2.11.11.2.01.0020

Penanganan sampah melalui
pemrosesan akhir sampah di
TPA/TPST kabupaten/kota atau
TPA/TPST Regional

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
lingkungan,
alam, dan




budaya serta
peningkatan
toleransi
antarumat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.

Pemulihan

Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan

PROGRAM Pencemaran lingkungan,
Dinas PENGENDALIAN dan/atau alam, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan 2.11.03 PENCEMARAN 2.11.03.2.03 | Kerusakan 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi budaya serta
Hidu DAN/ATAU Linekungan Penghentian Sumber Pencemaran | peningkatan
P KERUSAKAN Hidgu & toleransi
LINGKUNGAN HIDUP P antarumat
Kabupaten/Kota
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.
Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
. harmonis dengan
PROGRAM Eanc:zlrI:::an lingkungan,
Dinas PENGENDALIAN dan/atau alam, dan
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan 2.11.03 PENCEMARAN 2.11.03.2.03 | Kerusakan 2.11.03.2.03.0009 | Pelaksanaan rehabilitasi budaya serta
Hidu DAN/ATAU Lingkungan peningkatan
P KERUSAKAN Hidgu & toleransi
LINGKUNGAN HIDUP P antarumat
Kabupaten/Kota
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.
Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
pemulihan harmonis dengan
PROGRAM Pencemaran lingkungan,
. PENGENDALIAN alam, dan
Dinas PENCEMARAN dan/atau Koordinasi dan Sinkronisasi budaya serta
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan 2.11.03 2.11.03.2.03 Kerusakan 2.11.03.2.03.0013 I X v
Hidu DAN/ATAU Lingkungan rehabilitasi peningkatan
P KERUSAKAN Hidgu & toleransi
LINGKUNGAN HIDUP P antarumat
Kabupaten/Kota
beragama untuk
mencapai

masyarakat yang
adil dan makmur.




Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan

PROGRAM Pencegahan - L lingkungan,
Pencemaran Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. PENGENDALIAN alam, dan
Dinas PENCEMARAN dan/atau Pelaksanaan Pencegahan budava serta
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan 2.11.03 2.11.03.2.01 | Kerusakan 2.11.03.2.01.0001 | Pencemaran Lingkungan Hidup X ¥ 20 19
. DAN/ATAU ) . ) peningkatan
Hidup Lingkungan Dilaksanakan Terhadap Media .
KERUSAKAN Hidu Tanah, Air, Udara, dan Laut toleransi
LINGKUNGAN HIDUP P T ! antarumat
Kabupaten/Kota
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.
Memperkuat
penyelarasan
Penyelenggaraan kehidupan yang
Pendidikan, . . harmonis dengan
PROGRAM pelatihan. dan Peningkatan Kapasitas dan linekunaan
PENINGKATAN Pen quh,an Kompetensi Sumber Daya alagm dgn !
Dinas PENDIDIKAN, Lin T(un n Manusia Bidang lingkungan hidup buda' 2 serta
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan 2.11.08 PELATIHAN DAN 2.11.08.2.01 . gkung 2.11.08.2.01.0005 | untuk Lembaga pendidikan ) v 35 22
X Hidup untuk peningkatan
Hidup PENYULUHAN Lembaga formal/lembaga toleransi
LINGKUNGAN HIDUP Kemassarakatan masyarakat/komunitas/kelompok antarumat
UNTUK MASYARAKAT Tingkat Daerah masyarakat beragama untuk
Kabupaten/Kota mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.
Memperkuat
penyelarasan
kehidupan yang
harmonis dengan
Rencana lingkungan,
Dinas PROGRAM g::”;?;giin e Penyusunan RPPLH ?)Ijg;' gasr:erta
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan 2.11.02 PERENCANAAN 2.11.02.2.01 . & 2.11.02.2.01.0006 ¥ X v 1 1
Hidu LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Kabupaten/Kota peningkatan
P Hidup (RPPLH) toleransi
Kabupaten/Kota antarumat
beragama untuk
mencapai
masyarakat yang
adil dan makmur.
Memperkuat
Perumusan . -
Kebiiakan Teknis reformasi politik,
) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang hukum dan
PROGRAM dan Pemantapan Pendaftaran Ormas birokrasi, serta
Badan Kesatuan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Pemberdavaan Orm,as Evaluasi mem erl’<uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.04 DAN PENGAWASAN 8.01.04.2.01 | Bidang 8.01.04.2.01.0003 ) y‘ ! P 150 150
o dan Mediasi Sengketa Ormas, pencegahan dan
Politik ORGANISASI Pemberdayaan Pengawasan Ormas dan Ormas emberantasan
KEMASYARAKATAN dan Pengawasan . & . P .
o Asing di Daerah korupsi, narkoba,
Organisasi -
judi, dan
Kemasyarakatan

penyeludupan.




Memperkuat

Perumusan reformasi politik,
Kebijakan Teknis Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi hukum da: !
PROGRAM dan Pemantapan dan Pelaporan di Bidang birokrasi. serta
Badan Kesatuan PEMBERDAYAAN Pelaksanaan Pendaftaran Ormas, mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.04 DAN PENGAWASAN 8.01.04.2.01 | Bidang 8.01.04.2.01.0005 | Pemberdayaan Ormas, Evaluasi enc: ahan dan 6 6
Politik ORGANISASI Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas, pembegrantasan
KEMASYARAKATAN dan Pengawasan Pengawasan Ormas dan Ormas P .
o . . korupsi, narkoba,
Organisasi Asing di Daerah -
judi, dan
Kemasyarakatan
penyeludupan.
Memperkuat
Perumusan . reformasi politik,
PROGRAM Kebijakan Teknis Ezltaalﬁaa:::Eli(oonoor:::?c:s?;l&dang hukum dan
PEMBINAAN DAN dan Pemantapan o ! birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENGEMBANGAN Pelaksanaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.05 8.01.05.2.01 ) 8.01.05.2.01.0004 | Penyalagunaan Narkotika, P 120 120
Politik KETAHANAN Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat pencegahan dan
EKONOMI, SOSIAL, Ketahanan Beragama dan Penghavat pemberantasan
DAN BUDAYA Ekonomi, Sosial Ke egrca aan di Dagra}:/ korupsi, narkoba,
dan Budaya P ¥ judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Perumusan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi reformasi politik,
PROGRAM Kebijakan Teknis dan Pelaporan di Bidang hukum dan
PEMBINAAN DAN dan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial, birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENGEMBANGAN Pelaksanaan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.05 8.01.05.2.01 ) 8.01.05.2.01.0005 v . g P 4 4
Politik KETAHANAN Bidang Penyalagunaan Narkotika, pencegahan dan
EKONOMI, SOSIAL, Ketahanan Fasilitasi Kerukunan Umat pemberantasan
DAN BUDAYA Ekonomi, Sosial Beragama dan Penghayat korupsi, narkoba,
dan Budaya Kepercayaan di Daerah judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Perumusan reformasi politik,
Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan di Bidang hukum dan
PROGRAM . . .
dan Pemantapan Ideologi Wawasan Kebangsaan, birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENGUATAN Pelaksanaan Bela Negara, Karakter Bangsa memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.02 IDEOLOGI PANCASILA | 8.01.02.2.01 . . 8.01.02.2.01.0003 gara, g ¢ P 135 135
o Bidang Ideologi Pembauran Kebangsaan, Bineka pencegahan dan
Politik DAN KARAKTER . X
Pancasila dan Tunggal Ika dan Sejarah pemberantasan
KEBANGSAAN .
Karakter Kebangsaan korupsi, narkoba,
Kebangsaan judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
izrt.)lij'r:;asna?reknis Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Liffgza;;:mltlk’
PROGRAM dan JPemanta an dan Pelaporan di Bidang Ideologi birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENGUATAN Pelaksanaan P Wawasan Kebangsaan, Bela mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.02 IDEOLOGI PANCASILA | 8.01.02.2.01 Bidane Ideologi 8.01.02.2.01.0005 | Negara, Karakter Bangsa, encg 2han dan 3 3
Politik DAN KARAKTER Pancai”a dang Pembauran Kebangsaan, Bineka pembegramasan
KEBANGSAAN Tunggal Ika dan Sejarah p .
Karakter Kebangsaan korupsi, narkoba,
Kebangsaan g judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat

Perumusan reformasi politik,
PROGRAM dan bomancapan pirokrasi seta
Badan Kesatuan PENGUATAN o anan? P o
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.02 IDEOLOGI PANCASILA | 8.01.02.2.01 ) ) 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka P 43 43
o Bidang Ideologi pencegahan dan
Politik DAN KARAKTER Pancasila dan emberantasan
KEBANGSAAN ¢ pembe!
Karakter korupsi, narkoba,
Kebangsaan judi, dan
penyeludupan.
M k
PROGRAM Perumusan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang re?:::wzrsiuflitik
PENINGKATAN Kebiiakan Teknis Kewaspadaan Dini, Kerja Sama hukum da: !
KEWASPADAAN dan JPeIaksanaan Intelijen, Pemantauan Orang birokrasi. serta
Badan Kesatuan NASIONAL DAN Pemantanan Asing, Tenaga Kerja Asing dan mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.06 PENINGKATAN 8.01.06.2.01 Kewas aZaan 8.01.06.2.01.0003 | Lembaga Asing, Kewaspadaan enc: ahan dan 320 320
Politik KUALITAS DAN Nasiongl dan Perbatasan antar Negara, pembfrantasan
FASILITASI Penanganan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Eoru <i. narkoba
PENANGANAN KonflikgSosiaI Kewaspadaan, serta Penanganan udi Za'n !
KONFLIK SOSIAL Konflik di Daerah Juct,
penyeludupan.
Memperkuat
PROGRAM Perumusan reformasi politik,
PENINGKATAN Kebijakan Teknis hukum da: ’
KEWASPADAAN dan JPelaksanaan birokrasi, serta
Badan Kesatuan NASIONAL DAN Pemantapan Pelaksanaan Forum Koordinasi mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.06 PENINGKATAN 8.01.06.2.01 P 8.01.06.2.01.0006 - P 1 1
o Kewaspadaan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | pencegahan dan
Politik KUALITAS DAN .
Nasional dan pemberantasan
FASILITASI Penanganan korupsi, narkoba
PENANGANAN KonflikgSosiaI judi Za’n '
KONFLIK SOSIAL Judl,
penyeludupan.
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
PROGRAM BldarTg.
PENINGKATAN Pendidikan Memperkuat
Politik, Etika Pelaksanaan Kebijakan di Bidang P R
PERAN PARTAI ” . " . reformasi politik,
Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya
POLITIK DAN . ” . . hukum dan
Peningkatan Politik, Peningkatan Demokrasi, X .
LEMBAGA . e birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENDIDIKAN Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.03 8.01.03.2.01 | Fasilitasi 8.01.03.2.01.0003 | Pemerintahan, Perwakilan dan P 400 400
o MELALUI S s L pencegahan dan
Politik Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan
PENDIDIKAN POLITIK . . pemberantasan
Pemerintahan, Umum/Pemilihan Umum Kepala .
DAN R X . korupsi, narkoba,
Perwakilan dan Daerah, serta Pemantauan Situasi .
PENGEMBANGAN Partai Politik Politik di Daerah judi, dan
ETIKA SERTA BUDAYA pemilihan ! penyeludupan.

POLITIK

Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik




Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan

PROGRAM EldadrTg.k
PENINGKATAN ler;ti:( lEsirlla Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Memperkuat
PERAN PARTAI Buday,a politik dan Pelaporan di Bidang reformasi politik,
POLITIK DAN Peningkatan ’ Pendidikan Politik, Etika Budaya hukum dan
LEMBAGA . Politik, Peningkatan Demokrasi, birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENDIDIKAN Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.03 8.01.03.2.01 | Fasilitasi 8.01.03.2.01.0005 . )
Politik MELALUI Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan pencegahan dan
PENDIDIKAN POLITIK Pemerintahan Partai Politik, Pemilihan pemberantasan
DAN Perwakilan da;'n Umum/Pemilihan Umum Kepala korupsi, narkoba,
PENGEMBANGAN Partai Politik Daerah, serta Pemantauan Situasi | judi, dan
ETIKA SERTA BUDAYA L ’ Politik di Daerah penyeludupan.
POLITIK Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
PROGRAM g:ednadr:iikan
PENINGKATAN politik. Etika Memperkuat
PERAN PARTAI Buday’a politik reformasi politik,
POLITIK DAN Peningkatan ’ hukum dan
LEMBAGA . birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENDIDIKAN Demokrasi, memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan 8.01.03 8.01.03.2.01 | Fasilitasi 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka
politik MELALUI Kelembagaan pencegahan dan
PENDIDIKAN POLITIK . pemberantasan
Pemerintahan, )
DAN Perwakilan dan korupsi, narkoba,
PENGEMBANGAN partai Politik judi, dan
ETIKA SERTA BUDAYA L ! penyeludupan.
POLITIK Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi E.Ukl:(m c%an ¢
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN KerrJneI;;v;ai:n Pengadaan Pakaian Dinas beserta rrl;%;aesrll’us;; ’
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0002 .
o Perangkat Atribut Kelengkapannya pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah pemberantasan
KABUPATEN/KOTA .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Administrasi EiurI;':(rr];sdia?erta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN XXX.01.2.05 | [SPe8 X.XX.01.2.05.0009 & P 2 2
o Perangkat Berdasarkan Tugas dan Fungsi pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rt:iur'cillirrgsdiagerta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0001 v | 1ang P 294 294
o Perangkat ASN pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P )
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi E;I;i:;ja:erta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Administrasi mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0002 v P 12 12
° Perangkat Pelaksanaan Tugas ASN pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Penyediaan Komponen Instalasi Eiur'c()irrr;sdia?erta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi v P mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0001 . P 12 12
o Listrik/Penerangan Bangunan pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah Kantor emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM pirokras, set
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi Penvediaan Peralatan dan mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0002 v P 4 4
o Perlengkapan Kantor pencegahan dan
Politik DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Binokras, sert
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Peralatan Rumah memperi(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0003 Tangga pencegahan dan 10 10
Politik DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM hukum dan
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi birokrasi, serta
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN XXX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik kantor | memPerkuat 6 6
Politik DAERAH Daerah pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM E_“k‘l‘(m dan
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi penyediaan Barang Cetakan dan n:::n;a:r'i(zzfa
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0005 Penggandaan pencegahan dan 4 4
Politik DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM hukum dan
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi penyediaan Bahan Bacaan dan mx;a:r'i(z:?a
8.01.1.05.0.00.01.0000 Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0006 0 0
Politik DAERAH Daerah Peraturan Perundang-undangan pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM E_“kll‘(m dan
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyelenggaraan Rapat n:;?n;aesrli(zzita
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 2 . 12 12
Politik DAERAH Daerah Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Pemeliharaan

Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan EiurI;':(rr];sdia?erta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Daerah Bia \; pemeliharaan. Paiak dan' mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0002 va »al P 2 2
o Perizinan Kendaraan Dinas pencegahan dan
Politik DAERAH Urusan Operasional atau Lapangan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan p pang p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Lifslz:a;;:()“tlk'
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 . . P 2 2
o Mesin Lainnya pencegahan dan
Politik DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pengadaan Lifs;ma;;:ohtlk,
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0002 o egrasional atau Lapangan encg 2han dan 0 0
Politik DAERAH Urusan P pang pembfrantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa X .
. birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penunjang memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat P 12 12
- . pencegahan dan
Politik DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penunjang Penvediaan Jasa Komunikasi mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 v ) o P 12 12
o . Sumber Daya Air dan Listrik pencegahan dan
Politik DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Penyediaan Jasa h.ukum d.an
. birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penunjang penvediaan Jasa Peralatan dan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0003 Perlin kapan Kantor enc: ahan dan 8 8
Politik DAERAH Pemerintahan glkap pembegrantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa X .
. birokrasi, serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penunjang penvediaan Jasa Pelavanan memperkuat
8.01.1.05.0.00.01.0000 Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 v 4 P 12 12
o . Umum Kantor pencegahan dan
Politik DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P )
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Penvusunan Dokumen mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 | Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0001 v P 5 5
o L Perencanaan Perangkat Daerah pencegahan dan
Politik DAERAH Kinerja Perangkat emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Badan Kesatuan PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan mem eri(uat
8.01.1.05.0.00.01.0000 Bangsa dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0006 Laporan Capaian Kinerja dan enc: “han dan 38 38
Politik DAERAH Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pembfrantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi E;';l:(:f;ja:erta
Dinas PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0001 v | jang P 434 434
X Perangkat ASN pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Administrasi EiurI;':(rr];sdia?erta
Dinas PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Administrasi mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 s X.XX.01.2.02.0002 v P 12 12
X Perangkat Pelaksanaan Tugas ASN pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi Penvediaan Peralatan dan mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0002 v P 0 0
‘ Perlengkapan Kantor pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P )
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor P 1 1
X pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas FENURISNG URUSAN Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0005 v g P 1 1
‘ Penggandaan pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi Penvelenssaraan Rapat mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 v . g.g P ) P 12 12
¢ Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencegahan dan
Informatika DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Pemeliharaan

Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan EiurI;':(rr];sdia?erta
Dinas PENUNJANG URUSAN Daerah Bia 2 Pemeliharaan, dan Pa'ak' mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan | X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0001 v »dan ) P 5 5
X Kendaraan Perorangan Dinas atau | pencegahan dan
Informatika DAERAH Urusan Kendaraan Dinas Jabatan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Lifslz:a;;:()“tlk'
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 R . P 15 15
X Mesin Lainnya pencegahan dan
Informatika DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat P 12 12
X . pencegahan dan
Informatika DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi mem eri(uat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 v . NN P 12 12
X . Sumber Daya Air dan Listrik pencegahan dan
Informatika DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa X .
. X birokrasi, serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan memperkuat
2.16.2.20.2.21.01.0000 | Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 v 4 P 12 12
X . Umum Kantor pencegahan dan
Informatika DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Perencanaan, h.ukum d.an
. . birokrasi, serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan memperkuat
2.16.2.20.2.21.01.0000 Komunikasi dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0006 Laporan Capaian Kinerja dan enc: “han dan 10 10
Informatika DAERAH Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pembegrantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI;:iur'c?lirrT::\sdiagerta
Dinas PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN XXX.01.2.05 | P8 X.XX.01.2.05.0011 & P P 5 5
X Perangkat Peraturan Perundang-Undangan pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P )
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI::iurlt(allirrgsdia:erta
Dinas PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0001 v | jang P 322 299
X Perangkat ASN pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi Eiur'c()irrr;sdia?erta
Dinas PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Administrasi mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0002 v P 12 12
X Perangkat Pelaksanaan Tugas ASN pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi penvediaan Peralatan dan mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0002 v P 6 4
. Perlengkapan Kantor pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Sirokras, sera
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor P 25 25
. pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0005 v g P 40 40
X Penggandaan pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas PENUNJANG URUSAN Administrasi Penvelengearaan Rapat mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 v ) g.g P ) P 12 12
X Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencegahan dan
Hidup DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Lifs;ma;;sohhk,
PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan birokrasi, serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Daerah Bia \; Pemeliharaan, dan Pa'ak, mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0001 v ! . y P 10 9
X Kendaraan Perorangan Dinas atau | pencegahan dan
Hidup DAERAH Urusan Kendaraan Dinas Jabatan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Liffgza;;:mltlk’
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 ) . P 3 3
. Mesin Lainnya pencegahan dan
Hidup DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

Pengadaan
PROGRAM Barang Milik Elur ';T(:;jagerta
Dinas PENUNJANG URUSAN Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0006 ) g P 0 0
. Lainnya pencegahan dan
Hidup DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat P 12 12
X . pencegahan dan
Hidup DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 v . o P 12 12
X . Sumber Daya Air dan Listrik pencegahan dan
Hidup DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 v 4 P 0 0
X . Umum Kantor pencegahan dan
Hidup DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Penvusunan Dokumen mem eri(uat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0001 v P 5 5
. N Perencanaan Perangkat Daerah pencegahan dan
Hidup DAERAH Kinerja Perangkat emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Perencanaan, h.ukum d.an
. . birokrasi, serta
Dinas PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan memperkuat
2.11.0.00.0.00.01.0000 | Lingkungan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0006 | Laporan Capaian Kinerja dan enc: 2han dan 34 33
Hidup DAERAH Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pembegrantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI;:iur'c?lirrT::\sdiagerta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 pes X.XX.01.2.05.0002 ,g P 0 0
. . Perangkat Atribut Kelengkapannya pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI::iurlt(allirrgsdia:erta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 pes X.XX.01.2.05.0009 g' P 7 7
. . Perangkat Berdasarkan Tugas dan Fungsi pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Administrasi penvediaan Peralatan dan mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat X.XX.01.2.06.0002 v P 3 3
. . Perlengkapan Kantor pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Administrasi mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor P 1 1
. . pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Administrasi penvediaan Barang Cetakan dan mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN XXX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0005 v & P 12 12
. . Penggandaan pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Administrasi Penvelensgaraan Rapat mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 yeense pat P 12 12
. . Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
. reformasi politik,
Pemeliharaan hukum dan
PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan birokrasi, serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Daerah Bia 2 Pemeliharaan, dan Pa'ak, mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0001 v ! . ) P 2 2
. . Kendaraan Perorangan Dinas atau | pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Urusan Kendaraan Dinas Jabatan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Lifs;ma;;sohhk,
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 R . P 12 12
. . Mesin Lainnya pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penunjang mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat P 12 12
. . . pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Penyediaan Jasa h.ukum d.an
. . birokrasi, serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi memperkuat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 v ) NN P 12 12
. . . Sumber Daya Air dan Listrik pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa X .
. . birokrasi, serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Peralatan dan memperkuat
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0003 v P 0 0
. . . Perlengkapan Kantor pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa X .
X . birokrasi, serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penunjang penvediaan Jasa Pelavanan memperkuat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 v ¥ P 12 12
. . . Umum Kantor pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Koordinasi dan Penyusunan mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0006 Laporan Capaian Kinerja dan P 25 25
. . N . e pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Dinas Tenaga PENUNJANG URUSAN Penganggaran, mem eri(uat
2.07.3.32.0.00.01.0000 | Kerja Dan X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0007 | EvaluasiKinerja Perangkat Daerah P 4 4
. . L pencegahan dan
Transmigrasi DAERAH Kinerja Perangkat emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Administrasi EiurI;':(rr];sdi??erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas beserta memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0002 . 0 0
Kabupaten DAERAH Perangkat Atribut Kelengkapannya pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe.rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI;:iur'c?lirrT::\sdiagerta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan memperi(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0005 L L R 25 25
Kabupaten DAERAH Perangkat Penilaian Kinerja Pegawai pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe'rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi rI::iurlt(allirr];sdi,a:erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0009 ) 25 25
Kabupaten DAERAH Perangkat Berdasarkan Tugas dan Fungsi pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe.rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi Eiur'c()irrr;sdia?erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Kepegawaian Bimbingan Teknis Implementasi memperi(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.05 X.XX.01.2.05.0011 5 5
Kabupaten DAERAH Perangkat Peraturan Perundang-Undangan pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe'rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM Administrasi Eiurlgirrr;soil,a:erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 X.XX.01.2.02.0001 350 350
Kabupaten DAERAH Perangkat ASN pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe.rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Administrasi EiurI;':(rr];sdia?erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Keuangan Penyediaan Administrasi mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.02 & X.XX.01.2.02.0002 4 P 12 12
Kabupaten DAERAH Perangkat Pelaksanaan Tugas ASN pencegahan dan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe.rantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM P di K Instalasi E.Ukllim c?an t
PENUNJANG URUSAN Administrasi enyediaan Komponen Instalasi irokrasi, serta
Inspektorat memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0001 . 0 0
Kabupaten Listrik/Penerangan Bangunan pencegahan dan
DAERAH Daerah Kantor emberantasan
KABUPATEN/KOTA P )
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Peralatan Rumah mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0003 v P 4 4
Kabupaten Tangga pencegahan dan
DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
PROGRAM pirokres, set
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Administrasi mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor P 4 4
Kabupaten pencegahan dan
DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0005 v g P 4 4
Kabupaten Penggandaan pencegahan dan
DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA p .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

Inspektorat PENUNJANG URUSAN Administrasi Penyelenggaraan Rapat mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.06 | Umum Perangkat | X.XX.01.2.06.0009 yeense pat P 12 12
Kabupaten Koordinasi dan Konsultasi SKPD pencegahan dan
DAERAH Daerah emberantasan
KABUPATEN/KOTA pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pemeliharaan Lifslz:a;;:()“tlk’
PROGRAM Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan birokrasi, serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Daerah Bia \; Pemeliharaan, dan Pa'ak, mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0001 v »dan ) P 5 5
Kabupaten Kendaraan Perorangan Dinas atau | pencegahan dan
DAERAH Urusan Kendaraan Dinas Jabatan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
. reformasi politik,
Pemeliharaan hukum dan
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Daerah Pemeliharaan Peralatan dan mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.09 | Penunjang X.XX.01.2.09.0006 ) . P 30 30
Kabupaten Mesin Lainnya pencegahan dan
DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Pengadaan hukum dan
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Daerah mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel P 19 19
Kabupaten pencegahan dan
DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
Pengadaan Liffgza;;:mltlk’
PROGRAM Barang Milik birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0006 ) g P 9 9
Kabupaten Lainnya pencegahan dan
DAERAH Urusan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah P .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan

penyeludupan.




Memperkuat
reformasi politik,

Pengadaan
PROGRAM Barang Milik Ei“r';’(:;ja:erta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.07 | Penunjang X.XX.01.2.07.0011 | Pendukung Gedung Kantor atau P 2 2
Kabupaten R pencegahan dan
DAERAH Urusan Bangunan Lainnya emberantasan
KABUPATEN/KOTA Pemerintah p .
korupsi, narkoba,
Daerah -
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Penunjang mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat P 12 12
Kabupaten . pencegahan dan
DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0002 v . o P 12 12
Kabupaten . Sumber Daya Air dan Listrik pencegahan dan
DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
. hukum dan
PROGRAM Penyediaan Jasa birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.08 | Urusan X.XX.01.2.08.0004 v 4 P 12 12
Kabupaten . Umum Kantor pencegahan dan
DAERAH Pemerintahan emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
PROGRAM Perencanaan, birokrasi. serta
Inspektorat PENUNJANG URUSAN Penganggaran, Penyusunan Dokumen mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P X.XX.01 PEMERINTAHAN X.XX.01.2.01 | dan Evaluasi X.XX.01.2.01.0001 v P 6 6
Kabupaten N Perencanaan Perangkat Daerah pencegahan dan
DAERAH Kinerja Perangkat emberantasan
KABUPATEN/KOTA Daerah P .
korupsi, narkoba,
judi, dan

penyeludupan.




6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

X.XX.01

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

X.XX.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

X.XX.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

26

26

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.02

Penyelenggaraan
Pengawasan
dengan Tujuan
Tertentu

6.01.02.2.02.0002

Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0001

Pengawasan Kinerja Pemerintah
Daerah

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

31

31

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0002

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

15

15

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0003

Reviu Laporan Kinerja

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.




6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0004

Reviu Laporan Keuangan

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0005

Pengawasan Desa

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

32

32

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

6.01.02.2.01

Penyelenggaraan
Pengawasan
Internal

6.01.02.2.01.0007

Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

12

12

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.03

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

6.01.03.2.02

Pendampingan
dan Asistensi

6.01.03.2.02.0001

Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan Daerah

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

29

29

6.01.0.00.0.00.01.0000

Inspektorat
Kabupaten

6.01.03

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

6.01.03.2.02

Pendampingan
dan Asistensi

6.01.03.2.02.0002

Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Memperkuat
reformasi politik,
hukum dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

29

29




Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM o hukum dan

Koordinasi, Monitoring dan birokrasi, serta
Inspektorat PERUMUSAN Pendampingan Evaluasi serta Verifikasi memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P 6.01.03 KEBIJAKAN, 6.01.03.2.02 ) P g. 6.01.03.2.02.0003 P 3
Kabupaten dan Asistensi Pencegahan dan Pemberantasan pencegahan dan

PENDAMPINGAN Korupsi emberantasan

DAN ASISTENSI up pembe!
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,

Inspektorat PERUMUSAN Pendampingan Pendampingan, Asistensi dan mem eri(uat
6.01.0.00.0.00.01.0000 Kakfu aten 6.01.03 KEBLAKAN, 6.01.03.2.02 dan Asissenii 6.01.03.2.02.0004 VerifikasFi) P§ne’akan Integritas enc: ahan dan 2
P PENDAMPINGAN & & P bg )

DAN ASISTENS pemberantasan
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,

PROGRAM Perljl.musan . h'ukum c.Ian

Kebijakan Teknis birokrasi, serta
Inspektorat PERUMUSAN di Bidan Perumusan Kebijakan Teknis di memperkuat
6.01.0.00.0.00.01.0000 P 6.01.03 KEBIJAKAN, 6.01.03.2.01 s 6.01.03.2.01.0002 . - .J P 0
Kabupaten Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan pencegahan dan
PENDAMPINGAN Fasilitasi emberantasan
DAN ASISTENSI pembe!
Pengawasan korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.
Memperkuat
reformasi politik,
Koordinasi Upaya Sinergitas dengan Kepolisian hukum dan
PROGRAM pay g g P . birokrasi, serta
Kecamatan KOORDINASI Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, memperkuat
7.01.0.00.0.00.02.0000 . 7.01.04 7.01.04.2.01 | Ketenteraman 7.01.04.2.01.0001 | Tentara Nasional Indonesia dan P 2
Sesayap Hilir KETENTRAMAN DAN dan Ketertiban Instansi Vertikal di Wilayah pencegahan dan
KETERTIBAN UMUM ¥ pemberantasan
Umum Kecamatan .
korupsi, narkoba,
judi, dan
penyeludupan.

Tideng Pale,17 Juni 2025
KEPALA,

H. SAHARIN K, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196902161998031006




